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ABSTRAK 

Khoirudin, Muh 2024. Penafsiran Hukum Di Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023. Skripsi Program Studi 

Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Acmad Muchsin, 

S.H.I., M.Hum. 

Putusan MK nomor 102/PUU-XXI-/2023 mengajukan pokok 

permohonan yaitu memohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

menyatakan Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu mengatur norma tambahan menjadi “tidak pernah 

mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, 

tidak memiliki  rekam jejak melakukan pelanggaran  Hak Asasi Manusia 

yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian 

peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat 

dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah 

melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau 

pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti 

demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya”. Adanya putusan MK 

nomor 102/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa hakim MK menolak 

peermohonan tersebut menjadikan suatu persepsi serta penilaian bahwa 

dalam tataran syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden setiap 

adanya kontestasi pasti ada intrik politik. Oleh karena hal tersebut, 

putusan MK nomor 102/PUU-XXI/2023 menjadi menarik untuk diteliti 

supaya penafisiran hakim MK bisa menjadi dasar putusan hukum yang 

konkrit mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden Republik 

Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif 

(normative legal research). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

dan Pendekatan kasus (case approach). Dalam penafsiran hakim 

Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam putusan MK Nomor 

102/PUU-XXI/2023 memakai metode Interpretasi Gramatikal. 

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah hukum 

untuk mencoba memahami suatu teks peraturan perundang-undang yakni 

memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran 

hukum. 

Kata kunci:  Hakim, Penafsiran Hukum, Syarat Calon Presiden dan 

Wakil Presiden



 

viii 

 

ABSTRACT 

Khoirudin, Muh 2024. Legal Interpretation in Constitutional Court 

Decision Number 102/PUU-XXI/2023. Thesis of Constitutional Law 

Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Dr. Achmad Muchsin, 

S.H.I., M.Hum. 

The Constitutional Court's decision number 102/PUU-XXI-/2023 

proposes the main petition, namely asking the Constitutional Court of the 

Republic of Indonesia to declare that Article 169 letter d of Law Number 

7 of 2017 concerning Elections regulates additional norms to "never 

betray the state, never commit a criminal act of corruption , does not have 

a track record of committing serious human rights violations in the past, 

is not a person who was involved and/or was part of the kidnapping of 

activists in 1998, is not a person who was involved and/or was a 

perpetrator of forced disappearances, has never committed a criminal act 

of genocide , not persons involved in and/or perpetrators of crimes 

against humanity and anti-democratic acts, as well as other serious 

criminal acts.”  The existence of the Constitutional Court decision 

number 102/PUU-XXI/2023 which stated that the Constitutional Court 

judges rejected the application gave rise to a perception and assessment 

that at the level of the requirements to become candidates for President 

and Vice President, every time there is contestation there must be 

political intrigue. Because of this, the Constitutional Court's decision 

number 102/PUU-XXI/2023 is interesting to examine so that the 

interpretation of the Constitutional Court judges can become the basis for 

a concrete legal decision regarding the requirements for candidates for 

President and Vice President of the Republic of Indonesia. This legal 

research is normative legal research. The research approaches used in 

this research are the statutory approach and the case approach. In the 

interpretation of the Constitutional Court judges contained in the 

Constitutional Court decision Number 102/PUU-XXI/2023, they used the 

Grammatical Interpretation method. Grammatical interpretation is 

interpreting words or legal terms to try to understand a legal regulatory 

text, namely providing meaning to a legal rule through legal reasoning. 

 

Keywords:  Judges, Legal Interpretation, Requirements for Presidential 

and Vice Presidential Candidates
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tanggal 23 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia mengeluarkan putusan nomor 102/PUU-XXI/2023 terkait 

batas maksimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. 

Perkara ini diajukan oleh tiga warga negara Indonesia (WNI), yaitu 

Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro, yang diwakili 

oleh 98 advokat dari Forum Aliansi '98 Pengacara Pengawal 

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
1
 

Para pemohon dalam perkara ini memohon agar Mahkamah 

Konstitusi menyatakan Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur norma tambahan. Mereka 

menginginkan perubahan menjadi “tidak pernah mengkhianati 

negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak 

memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia 

yang berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian 

peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang 

terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak 

pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat 

dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang 

anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya.”
2
 

Permohonan ini didasarkan pada pengujian terhadap Pasal 169 

huruf d Undang-Undang Pemilu dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7A, 

                                                             
1
 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 102/PUU-XXI/2023, 2. 

2
 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 102/PUU-XXI/2023, 2. 
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Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I 

ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak 

permohonan tersebut.
3
 

Penolakan permohonan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 

putusan nomor 102/PUU-XXI/2023 menimbulkan berbagai persepsi 

dan penilaian, terutama terkait adanya dugaan intrik politik setiap kali 

terdapat kontestasi mengenai syarat calon Presiden dan Wakil 

Presiden. Oleh karena itu, putusan ini menjadi menarik untuk diteliti 

lebih lanjut, terutama dalam hal bagaimana interpretasi hakim 

Mahkamah Konstitusi dapat menjadi dasar putusan hukum yang 

konkret mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden Republik 

Indonesia.
4
 

Dalam teori penafsiran hukum, hakim Mahkamah Konstitusi 

memiliki beberapa pendekatan yang bisa digunakan, seperti 

penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan sosiologis. 

Penafsiran gramatikal berfokus pada arti kata secara harfiah dalam 

undang-undang. Penafsiran sistematis melihat hubungan pasal-pasal 

dalam undang-undang tersebut secara keseluruhan. Penafsiran 

historis mempertimbangkan latar belakang sejarah dan konteks 

pembentukan undang-undang. Penafsiran teleologis mencari tujuan 

yang ingin dicapai oleh undang-undang, dan penafsiran sosiologis 

melihat dampak sosial dari penerapan undang-undang tersebut.
5
 

                                                             
3
 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 102/PUU-XXI/2023, 4. 

4
 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 102/PUU-XXI/2023, 5. 

5
 Siti Zuhro, “Intrik Politik dan Dinamika Pemilihan Presiden di Indonesia,” 

Jurnal Politik Asia, Vol. 6, No. 1, 2021, 76. 
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Dalam putusan nomor 102/PUU-XXI/2023, hakim Mahkamah 

Konstitusi kemungkinan menggunakan kombinasi dari pendekatan-

pendekatan tersebut. Dengan mempertimbangkan tujuan pemilihan 

yang demokratis dan inklusif, serta menjaga integritas dan moralitas 

calon pemimpin, hakim mungkin menggunakan penafsiran teleologis 

dan sosiologis. Di sisi lain, dengan memperhatikan ketentuan spesifik 

dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu, 

penafsiran gramatikal dan sistematis juga berperan penting.
6
 

Penjelasan di atas menarik untuk dilakukan penelitian sekaligus 

menjadi fokus penelitian khususnya tentang Penafsiran hukum di 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-

XXI/2023. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penafsiran Hakim MK didalam putusan MK nomor 

102/PUU-XXI/2023? 

2. Bagaimana akibat hukum penafsiran Hakim MK di dalam putusan 

MK nomor 102/PUU-XXI/2023? 

C. Tujuan 

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan dan menganalisis penafsiran Hakim Mahkamah 

Konstitusi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 

102/PUU-XXI/2023. 

                                                             
6
 Ni’matul Huda, “Perkembangan Penafsiran Konstitusi di Indonesia,” Jurnal 

Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, No. 1, (2020), 15. 
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2. Menjelaskan dan menganalisis akibat hukum penafsiran hakim 

MK di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-

XXI/2023. 

D. Manfaat 

1. Teoritik 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat ilmu serta wawasan, 

terutama terkait bidang Hukum Tatanegara dalam tatanan teoritis 

pada masalah penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi serta 

akibat hukum di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 

102/PUU-XXI/2023. 

2. Praktis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu 

kontribusi pemikiran guna kepentingan negara, bangsa dan 

pembangunan sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat 

secara umum supaya mempunyai pemahaman mengenai 

penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum 

penafsiran hakim MK di dalam putusan Mahkamah Konstitusi 

nomor 102/PUU-XXI/2023 serta diharapkan menjadi bahan 

referensi dan pembuatan putusan. 

E. Penelitian yang Relevan 

Dapat dijadikan bahan penelitian suatu penelitian, terlebih 

dahulu harus mempelajari karya ilmiah para pendahulu yang telah 

meneliti sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

ditelitinya. Untuk itu, peneliti telah mempelajari sejumlah artikel atau 

karya ilmiah mengenai masalah ini, referensi tersebut antara lain: 
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No Penelitian Persamaan Perbedaan Teori yang 

digunakan  

1 Penelitian 

karya Novita 

Akria Putri 

yang berjudul 

“Implikasi 

Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Terkait 

Dengan 

Penambahan 

Norma 

Penetapan 

Tersangka 

Sebagai Objek 

Praperadilan 

(Studi Kasus: 

Putusan MK 

Nomor 

21/PUU-

XII/2014 

Tentang 

Pengujian 

Pasal 77 huruf 

a Undang-

Undang No. 8 

Tahun 1981 

tentang 

Hukum Acara 

Pidana)”.
7
 

Persamaan 

penelitian yang 

dilakukan 

penulis yaitu 

terletak pada 

fokus pengkajin 

terhadap 

putusan hakim 

Mahkamah 

Konstitusi serta 

akibat 

hukumnya. 

Perbedaanya 

dengan 

penelitian yang 

dilakukan 

penulis yaitu 

terdapat pada 

analisis 

putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

yang akan 

diteliti, serta 

substansi 

putusan yang 

berbeda. 

Teori hukum 

acara 

Mahkamah 

Konstitusi. 

                                                             
7
 Novita Akria Putri, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan 

Penambahan Norma Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Kasus: 

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)”, Skripsi Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2015). 
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2 Penelitian 

karya Khoirul 

Ma’arif yang 

berjudul 

“Analisis 

Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

42/PUU-

XIX/2021 

Tentang 

Periodesasi 

Masa Jabatan 

Kepala Desa 

Perspektif 

Siyasah 

Qadariyah”.
8
 

Persamaan 

penelitian yang 

dilakukan 

penulis yaitu 

terletak pada 

fokus pengkajin 

terhadap 

putusan hakim 

Mahkamah 

Konstitusi serta 

akibat 

hukumnya. 

Perbedaanya 

dengan 

penelitian yang 

dilakukan 

penulis yaitu 

terdapat pada 

analisis 

putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

yang akan 

diteliti, serta 

substansi 

putusan yang 

berbeda serta 

penelitian 

karya Khoirul 

Ma’arif 

menggunaan 

perspektif 

siyasah 

qadariyah 

sedangkan 

yang akan 

dilakukan 

penulis tidak 

menggunakan 

perspektif 

hukum Islam. 

Teori hukum 

acara 

Mahkamah 

Konstitusi dan 

teori siyasah 

Qadariyah. 

3 Penelitian 

karya Syifa’ 

Muhammad 

yang berjudul 

“Analisis Fiqh 

Persamaan 

penelitian yang 

dilakukan 

penulis yaitu 

terletak pada 

Penelitian 

tahun 2019 ini, 

titik fokus 

penelitiannya 

adalah 

Teori hukum 

acara 

Mahkamah 

Konstitusi dan 

teori fiqh 

                                                             
8
 Khoirul Ma’arif, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-

XIX/2021 Tentang Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Siyasah 

Qadariyah”, Tesis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta (2023). 
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Siyasah 

Terhadap 

Tafsir Hukum 

Mahkamah 

Konstitusi 

Tentang Posisi 

Komisi 

Pemberantasan 

Korupsi 

Dalam Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

36/PUU-

XV/2017”.
9
 

fokus pengkajin 

terhadap 

putusan hakim 

Mahkamah 

Konstitusi. 

permasalahan 

mengenai 

tafsir hukum 

yang 

digunakan oleh 

Mahkamah 

Konstitusi 

dalam 

menentukan 

posisi Komisi 

Pemberntasan 

Korupsi dalam 

putusannya 

yang bernomor 

36/PUU-

XV/2017. 

siyasah. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, yaitu 

terletak pada obyek kajian penelitiannya kemudian ada beberapa 

penelitian diatas menggunakan sudut pandang hukum Islam, 

sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai penafsiran 

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi 

nomor 102/PUU-XXI/2023 serta akibat hukum penafsiran hakim MK 

di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XXI/2023 

dan tidak menggunakan sudut pandang hukum Islam. 

F. Kerangka Teoritik 

Dalam penelitian ini terdapat teori yang digunakan yaitu Teori 

Pertimbangan Hukum. Teori pertimbangan hukum hakim pastinya 

berkaitan dengan cara hakim dalam mengemukakan pendapat atau 

                                                             
9
 Syifa’ Muhammad, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah 

Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”, Skripsi  Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya (2019). 
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pertimbangannya berlandaskan fakta-fakta serta alat bukti 

dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh karena 

itu, hakim memiliki peran central dalam menjatuhkan putusan 

pengadilan. Dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-

pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan 

putusan. Pertimbangan tersebut dibuat sebagai alasan oleh hakim 

dalam menjatuhkan putusannya yang berupa putusan pemidanaan 

yang lain sebagainya.
10

  

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan 

bahwa interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu 

metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang 

mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat 

ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh 

hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan 

yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum 

terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau 

alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaranya terletak 

pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan 

bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.
11

 

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasikan 

beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim 

adalah sebagai berikut
12

 : 

                                                             
10

 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet.V 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 141. 
11

 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 13. 
12

 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hh. 19-20. 
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a. Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa merupakan 

penafsiran yang dilakukan oleh hakim terhadap bunyi undang-

undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku. 

b. Interpretasi teologis atau sosiologis merupakan suatu penafsiran 

undang-undang yang dimulai dengan cara gramatikal atau tata 

bahasa selalu harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis. 

c. Interpretasi sistemis atau logis adalah metode penafsiran undang-

undang dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum 

yang lain. 

d. Interpretasi historis adalah metode penafsiran undang-undang 

yang didasarkan kepada sejarah terjadinya suatu undang-undang. 

e. Interpretasi komparatif atau perbandingan yaitu metode penafsiran 

dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. 

f. Interpretasi futuristis adalah metode penemuan hukum yang 

bersifat antisipatif, yaitu penjelasan undang-undang yang belum 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XXI/2023 

hakim mempertimbangkan bahwa dalil pemohon tidak dapat 

dilepaskan dari esensi yang terkandungg di dalam norma pasal 169 

huruf d UU 7 Tahun 2017 secara keseluruhan. Kemudian dalam 

permohonan penambahan frasa pada norma pasal 169 huruf d UU 7 

Tahun 2017, menurut hakim MK hal tersebut menjadikan redundant 

yang berdampak pada adanya pengulangan makna yang memiliki 

kecenderungan adanya keragu-raguan dan juga justru dapat 

mempersempit cakupan norma dasar yang secara natural terdapat 

pasal 169 huruf d UU 7 Tahun 2017 dimaksud. Oleh karena itu, 
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dalam penelitian ini penulis akan menggunakan interpretasi 

gramatikal dan interpretasi sistemis atau logis sebagai analisisnya. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal 

yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam 

melakukan penelitian.
13

 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan  

a. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum 

normatif (normative legal research) karena titik fokusnya 

adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti hal 

nya teori, sejarah, filosofi, struktur dan komposisi, lingkup serta 

materi, pasal demi pasal dan penjabaran umumnya, formalitas 

dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa 

hukum yang digunaan.
14

 

Penelitian ini disebut juga penelitian hukum normatif, 

karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi.
15

 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

                                                             
13

 Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 

2011), 254. 
14

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2004), 134. 
15

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 

35. 
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yang merupakan pendekatan untuk mengkaji perundang-

undangan terkait tema penelitian.
16

 Pendekatan analisis konsep 

hukum (analytical dan conceptual approach) yang merupakan 

pendekatan dengan cara mempelajari pandangan serta doktrin 

yang berkembang dalam ilmu hukum.
17

 

2. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan 

hukum ini adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan mengumpulkan 

bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penafsiran Hakim 

Mahkamah Konstitusi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi 

nomor 102/PUU-XXI/2023 serta akibat hukum di dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XXI/2023.
18

 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat berupa pengaturan perundang-

undangan Indonesia, meliputi : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

                                                             
16

 Ani Purwati, Metode Penelitian Teori dan Praktek, (Surabaya: CV. Jakad 

Media Publishing, 2020), 87. 
17

 Jonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2007), 249. 
18

 Jonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2007), 195. 
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3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang. 

4) Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku-buku 

teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, 

pendapat ahli hukum, artikel-artikel hukum, dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus 

hukum dan ensiklopedia hukum. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi 

dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi 

dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. 

Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca,menelaah 

mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun 

penulusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan 

permasalahan penelitian ini.
19

 

 

                                                             
19

 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2006), 296. 
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4. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, 

mendukung, atau member komentar, kemudian membuat suatu 

kesimpulan terhadap hasi penelitian dengan pikiran sendiri dan 

bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum 

normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang 

memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti 

apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut 

hukum.
20

 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang 

terdiri dari: 

Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori yang digunakan 

dalam mengkaji permasalahan yaitu teori hukum acara Mahkamah 

Konstitusi dan teori penafsiran hukum. 

Bab ketiga, berisi kasus posisi dan penafsiran Hakim 

Mahkamah Konstitusi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 

102/PUU-XXI/2023. 

Bab keempat, berisi akibat hukum penafsiran hakim MK di 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XXI/2023.   

Bab kelima, penutup yang memuat simpulan dan saran yang be

                                                             
20 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2006), 293. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Simpulan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023 

menggunakan metode penafsiran sistematis untuk menganalisis Pasal 

169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hakim 

mempertimbangkan teks pasal tersebut dalam konteks sistem hukum 

yang lebih luas dan memastikan konsistensinya dengan prinsip-

prinsip konstitusi, khususnya kepastian hukum yang diatur dalam 

UUD 1945. Penafsiran sistematis ini bertujuan untuk menjaga 

kejelasan dan penerapan hukum yang konsisten, selaras dengan 

prinsip demokrasi dan keadilan. Dalam tersebut idealnya menurut 

peneliti menggunakan metode penafsiran teleologis dan evolutif 

sangat relevan. Metode teleologis membantu mengevaluasi tujuan 

batas usia, seperti regenerasi kepemimpinan dan kesehatan calon 

pemimpin, sementara metode evolutif menyesuaikan hukum dengan 

perubahan sosial dan perkembangan medis. Kombinasi metode ini 

memastikan keputusan MK tidak hanya sah secara hukum tetapi juga 

adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendukung prinsip 

demokrasi dan kepemimpinan yang inklusif di Indonesia. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023 

memberikan akibat hukum yang signifikan berdasarkan kategori yang 

diuraikan oleh Jazim Hamidi. Keputusan ini menegaskan bahwa frasa 

“tindak pidana berat lainnya” dalam Pasal 169 huruf d UU 7/2017 

sudah mencakup makna yang luas dan tidak memerlukan tambahan 

kriteria, sehingga menjaga stabilitas keadaan hukum terkait syarat 
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calon presiden dan wakil presiden. Ini memastikan bahwa hubungan 

hukum antara calon dan syarat hukum tetap jelas dan konsisten tanpa 

perluasan norma yang tidak diperlukan. Selain itu, keputusan ini 

memperkuat kepastian hukum dengan mencegah pelanggaran yang 

mungkin timbul dari ketidakjelasan norma. Dengan demikian, 

putusan ini secara keseluruhan memperjelas penerapan hukum, 

menjaga kepastian, dan mencegah potensi ketidakpastian atau 

pelanggaran hukum di masa depan. 

B. Saran 

1. Upaya dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mampu 

menjawab tantangan masa depan bangsa terus diupayakan. Hal 

itu juga tidak luput dari proyeksi pemimpin muda dimasa yang 

akan datang. Indonesia emas menjadi jargon agar kaum muda 

bisa menjadi pelopor kemajuan bangsa. Maka, sangat diharapkan 

pembentukan hukum mengenai syarat calon pemimpin baik di 

ranah eksekutif maupun legislatif perlu melihat potensi anak 

bangsa yang bisa memiliki peluang menjadi pelopor pemimpin 

bangsa Indonesia. 

2. Penulis menyadari bahwa penelitian ini perlu dikembangkan 

menggunakan beberapa analisis keilmuan, supaya kedepan bisa 

menjadi dasar bagi para pemangku kebijakan dalam membuat 

aturan-aturan yang lebih baik lagi. 
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